| SALINAN

IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINE] DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTURAN, ORGANISAS] DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.

Mengingat
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bahwa dalam rangka menmgkatkan kualitas sumber daya
manusia bidang kesehatan, periu dibentuk Pusat Pelatihan
Keschatan Dacrah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ihukota
Jakarta dan Pasal 55 ayat (2] Peraturan Gubernur Nomor 278
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tate Kerja Dinas Keschatan,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan,
Urganisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kesehalan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Tbukota Jakarta sebagai Ibikota Negara
Kesatuan Reoublik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undeng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015;

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Provinsi Daesrah Khusus [bukots Jakarta:



&, Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016 lenitang Pembentukan
dan Susunan Perangkal Dacrah Provinsi Daerah Khusus Tbukots
Jakarta;

9. Peraturan (ubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang
Penyelengraraan Penpembangan Kompetensi dan  Sertitikasi
Profes) Sumber Dava Manusia;

10. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kena Dinas Keschatan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISAS]
DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimalksud dengan -
1. Daerah adaliah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelengparasn Pemerintahan Daerah

4. Gubernur adalabh kKepala Baerah Provinsi Dacrah Khusus
Thuketa Jakarta,

4. Sckretaris Daerah adalab Sckretaris Doerah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta,

9. Bekretariar Daerah adalabh Sckretariat Daerab Provinsi Daerah
Khusus IThulkota Jakaria,

b, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yvang selanjutnva
disingkatl BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Dava
Manusia Provinsi Daerah Khusus Thukota Jakarta,

(. Dinas Kesehatan vang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Keschatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

06

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keschatan Provinsi Dacrah
khusus Thukota Jakarta,

Y. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya
discbut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan
Eclormasi Birokrasi Sclkretariat Daerah  Proving Daerah
Ehusus [bukota Jakarta,

LU, Pusal Pelatihan Kesehatan Daerah vang selanjutnyva disebut
Puslatkesds adalah Pusat Pelatihan Keschatan Daerabh Dinas
Keoesehatan

1. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Kesehatan Dacrah.
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- Perangkat Daerah yang selanjutnya  disingka: PD adalah

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Unit Kerja pada Perangkat Duerah yang selanjuinva disingleat

UKPD adalzh Unit Kerja atau Subordinat PD,

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawa: Negeri Sipil dan
pegawat pemerntah dengan perjanjian keria vang diangkat oleh
pejabal pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabalan pemerintahan atau diserahi tugas negars lainnya dan
digaji berdasarian peraluran perundang-undangan.

Pegawal Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia vang
memenuhi syarat lertentu, diangkal sebagai pegawai Aparatiar
S1pll Negara secara fetap oleh pejabat pembina kepepawaian
untulk menduduki jabatan pemerintahan,

Pegawal Pemerintah dengan Peranjian Kerja adalah Warga
negara Indonesia  yung memenuhi  syarat  tertenlu, yang
diangkar berdasarkan peganjian kerja untuk janpgka waktu
rertentu dalam rangka melaksanakan (ugas pernerintahan.
BAR I
PEMBENTURKAN

Fasal 2

Dengan Peratiran Gubernur ini dibentak Puslatkesda,

(i)

[2)

BaBR 10
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI]
Fazxal 3

Fuslatkesda merupakan Unil Pelaksana Teknis Dinas dalam
pelaksanaan  pelatihan  serta peningkatan  mutu  dan/atau
kompetensi teknis sumber dava manusia bidang kesehatan
masyarakat dan bidang keschatan perorangan,

Puslatkesda dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang
berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala
Dinas.

Fazal 4

Puslatkesda mempunyval tugas menyelenggarakan pelatihan
dan peningkatan mutu dan/atan kompetensi teknis sumber dava
manusia bidang kesehatan masyarakat an bidang kesehatan
PErUrangan

Untuk melaksanakan ftugas sebagaimana  dimalesud pada
avat (1), Puslatkesda menyelenggarakan lungsi :

a. penyusunan  bahan dan pelaksanaan rencana strategis
Dinas sesual dengan lingkup lugasnya;

b. penyusunun rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran Puslalkesda;

C. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Puslatkesda
Sesual dengan lingkup tugasnya;
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o penyusunan  oreogram  dan kurikulom pelatihan serta
proingkatan mulu dan/atan kompetensi leknis sumber days
manusia bdang kesehalan masyarakar dan bidang keschatan
PELOrEngaEn;

g penyelengearaan kegintan pelatihan serta peningkatan mulu
dan/aten kompetensi telnis sumber dava manusia bidang
keschatan masvarakar dan bideng keschatan perorangan;

. pengembangan pelatihan serta peningkatan mutu dan/atay
kompetensi teknis swmber daya manusia bidanp keschatan
masyvarakal dan hidang kesehatan perorangan;

g. pengourdinasian dan kerja sama denpan instansi terkair di
bidang  pelatihan  serta peningkatan  mulu dan/atau
kompetensi teknis sumber daya manusia bidang kesehsatan
masyardlat dan bidang kesehatan perorangan;

h. pembinaan tenaga pelatih/instruktur:

I, pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
pasca pelatihan serta peningkatan muty dan/atan kompetensi
ieknis sumber dayva manusia bidang keschoatan masyarakal
dan bidang kesehatan perorangan;

1. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusiatkesda;

k. pengelolaan ketatausshoan dan kenumahtanggaan Puslatlcesda:

. pengelolaan kearsipan data dan informasi Puslatkesda:

m. pelaksanaan penpelolaan telinologi informasi Puslatlkesda:
pengelolaan prasarana dan sarana Puslatlkesda;

0. pelaksanaan  publikasl  kepiatan  dan  penpaturan  acara
Puslatkesda; dan

P pelaporan dan pertanggungjiawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Puslarkesdad.

Dalam menyelengparaksn tugas pelatthan dan peningkatan
muty dan/atau kompetensi teknis sumber daya manusia bidang
keschatan  masyvarakat dan  bidang keschatan peErarangain,
Pasiarkesda berkoordinasi dengan BPSDM,

BAB W
ORCGANMNISASI
Bapan Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5
Susunan organisasi Puslatkesds terdiri dari

4, Kepala Pusal;

b Subbagian Tata Usaha;

¢. Satuan Pelaksuna Pelatihan Keschatan Masyarakat;

d. Batuan Pelaksana Pelatihan Kesehatan Perorangan; dan
e Sublkelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Puslatkesda schagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini.



Bagian Kedua
Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusal mempunyal tagas

&,

b,

i)

(2]
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memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan lugas dan fungsi
Puslatlcesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

mengoordinasikan  pelaksanaan  tupgas Subbagian, Saluan
Pelaksana can Subkelompok Jabatan Fungsional;

melaksanakan keordinzasi dan kerja sama dengan PD/UKPD
dan/atal instansi pemeriniah/ swasta dalam ranpgks pelaksanaan
lugas dan fungsi Puslatkesda; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Puslatkesda.
Bapian ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usahe merupakan Satuan Kerja Staf dalam
pelaksanaan administrasi Puslatkesda,

SBubbagian  Tata Usaha dipimpin  oleh  seorang  Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah duan bertangpung
jawab Kepada kepala Pusar,

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas

4. menyusun  bahan dan melaksanakan rencana sirategis
Dinas sesuai dengan lingkup tigasnya;

L. menyusun  bazhan rencana kerja dan angparan  dan
melaksanalkan dokumen pelaksanaan anggaran Puslatlkesda:

c.. mengoordinasikan  penyusunan rencana strategis Dinas
sesual dengan lingkup tugasnya:

. mengoordinasikan rencana kerja dan anpearan Puslatkesds
sesual dengan linglkup tugasnya;

¢ menyisun  bahan  pedoman, standar  dan  prosedur
Puslathesda sesual dengan linglup tugasnya:

melaksanakan monitoring, pengendalian dan  evaluasi
pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan
angparan Pusiatkesda;

g, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Puslatkesda;

h. melaksanakan kegiatan kelatausahasn dan kerumahtanggaan
Puslathesda:
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1. melaksanakan publikasi kepiatan dun pengaturan facara
Puslatkesda;

melaksunalkan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan
dan perawstan prasurang dan sarana kena Puslatkesda:

L
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k., melaksanakan pengelolaan teknolog informasi Puslatkesda!

| melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi
Puslatkesda:

m. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penvetoran
dan pelaporan penerimann retribusi Puslatkesda;

. mengeordinasikan penyusunan laporan kegangan, kinerja
dan kegiatan serta akuntabilitas Puslatkesda; dan

0. melaporkan dan mempertangeungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbapgian Tata Usaha.

Bagian Keempal
Satuan Pelaksana Pelalihan Kesehatan Masyarakat
Pasal 8

Satuan Pelaksana Pelatihan Kesehatan Masvarakal merupakan
satuan kera ling dalam pelaksanaan pelatiban dan peninglkatan
kompelensi tekmis sumber dava manusia hidang  kesehatan
masyarakat serla pelaksanaan kepiatan pengembangan dan
pengendalian mutu pelathan sumber dava manusia bidang
kesehartan masyvarakat.

Satuan  Pelaksana dipimpin  oleh seorang Kepala Satuan
Pelaksana yang berkedudukan di bawalh dan bertangpuns
jawab kepada Kepala Pusar,

kepala Samuan Pelaksana sebapaimana dimaksud pada avat (2)
bukan jabatan struktural,

Kepaia Satuan Pelaksana scbagaimana dimaksud pada ayat (2}
thangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul
kepala Prasat.

Satuan Pelaksana Pelatihan Kesehatan Masyarakal mempunyai
[ugas |

a, menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis
Rinas scsuai dengan linglup tugasnya;

b. menyusun  bahan rencana keda  dan anggaran  dan
melaksanakan doleumen pelaksanaan anggaran Poslatkesda:

¢. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur telois
pelaksanaan pelatiban dan peninglkatan  kompetensi teknis
sumber daya manusia bidang keschatan musyvaralcar  serla
pelaksanaan kepialan pengembangan dan pengendalian muta
pelatihan sumber dava manusia bidang kesehalan masyarakat;
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d. melaksanakan penvusunan bahan ajar, program, kurikaslum
dan =ilabus pelatiban dan peningkatan kempetensi teknis
sumber daya manusia bidang kesehatan masvarakat;

e melaksanakan perencansan dan penviapan tenaga pelatih/
mstruktur  pelatiban  dan peningkalan kompetensi Leknis
sumber deya manusia didang keschatan masyvarakarg,

[. melaksanakan perencanaan kebutuban sumber pembelajaran
dan menyusun kebutuhan sarana penunjang pelatihan dan
peningkatan kompetens: feknis sumber daya manusia bidang
keschatan masyarakat;

g, membual anahisa  kebutuhan pelathan dan peningkatan
kompetenst teknis sumber dava manusia bidang kesehatan
masvarakat;

h. menyvusun jadwal pelaksansan pelatihan bidang keschatan
masyaralkat;

. melaksanakan  kegiatan  pelatihan dan peningkatan
kompezensi feknis sumber daya manusia bidang kesehatan
masyaralat;

I melaksanakan  kegiatan  pengembangan pelatihan dan
peninglatan kompetensi teknis sumber daya manusia bidang
keschatan masvarakal;

. melaksanskan pembuatan serdfikat, transkrip nilai, surat
keterangan  dan  piagam pelatihan  bidang  kesehatan
masyarakag;

Loomelaksanalan penvusunan rencana kegistan pengembangan
pelabhan dan peningkatan kompetensi teknis sumber dava
manusia bidang keschotan masyarakat:

m, mengembangkan program, kurikulum dan silabus pelatihan
dan peningkalan komnpetensi teknis sumber dava manusia
bidang kesehatan masyarakst:

t. melalksanakan permbinaan tenaga pelatih:
H

]

menyusun leebutuhan sarana penunjang penelitian dan
pengembangan sumber dava manusic bidang keschatan
triasvaraleat;

p. melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
pasca pelalihan serta peningkatan kompetenst tekriis sumber
daya manusia bidang keselintan masvarakal:

g, melakakan evaluasi dan kajian  menyelunh terhadap
penyelenpearaan pelatihan dan peningkatan kompetensi leknis
sumber daya manusia bidang kesehatan masvaragat; dan

r. melaporkan dan mempertanggungiawahlan pelaksanaan
Mgas Batuan Pelaksana Pelatihan Kesehatan Masyarakat

Bagan Kelima
Satuan Pelaksana Peluliban Kesehaton Perorangan
Pasal 9

Satuan Pelaksana Pelatihan Kesehatan Perorangan merpakan
satuan  kerja lind dalam pelaksanaan  pelatihan dan
peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Diciarng
kesehalan perorangan serta pelaksanaan kegiatan pengembangun
tan pengendalian motu pelatiban sumber daya manusia bidang
kesehatan perorangan.



Pelaksane yang berkedudukan di bawsh dan bertangeung

‘ (4} Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Saluan
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Jjawab kepady Kepala Pusat,

Kepala Baruan Peluksana sebagalmana dimaksud pada avat (2
bukan jabatan strulktural

Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul
kepala Pusat.

Satuan Pelaksana Pelalihan Kesehstan Perorangan mempunya
Tugas;

-

b

cl.

menyusun  bahan dan melaksanakan rencana  siralegis
Dinas scsuai dengan lingkup tugasnya;

menyusun  bahan  rencana  kerja  dan  anggaran  dan
melaksanakan dokumen pelaksanaan angearan Puslatkesda:

menyusun bahan pedoman, stundar dan prosedur teknis
pelaksanaan  pelatihan dan  peningkatan kompetensi  teknis
sumber daya manusia bidang kesehatan perorangan serta
pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengendalian mutu
pelatinan sumber daya manusia bidang keschatan perorangan,

melaksanakan penvusunan bahan ajar, program, kurikalum
can silabus pelatiban dan peningkatan kompetensi telonis
sumber  daya  manusia bidang  keschatan  perorangan
masyaralar;

melaksanakan perencanaan dan penylapan fenaga pelatib/
mmstruktur pelathan dan peningkaran  kompetensi teknis
sumber daya manusia bidang kesshatan PETOIATEan;

melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber pembelajaran
dan menylsun kebutuhan sarana penunjang pelatiban dan
peningkatan kompelensi teinis sumber daya manusia bidang
kesehalan perorangarn; -

membuat analisa kebuluhan pelatihan dan peningkatan
kompetensi teknis sumber daya manusia Lidang kesehatan
perorangarn;

menvusun Jadwal pelaksanaan pelatihan bidang keschatan
PCTOrarEan;

melalesanakan kegintan pelatihan dan peningkaran kompetersi
telonis sumber daya manusia bidang kesehatan PCTGCANEAN

melaksanakan  kegiatan  pengembangan  pelatihan  dan
peningkatun kompetensi teknis sumber daya manusia bidang
keschatan perorangan:

- melaksanakan pembuatan sertifikat, transkrip nilai, surat

keterangan dan  piagam pelatihan bidang lkesehatan
PETOrANZATL;

Eulai_-:s;.:mjm_u Penyusiman rencana Kegiatan pengembangan
pelatihan dan peningkatan kompelensi teknis sumber daya
manusia bidang kesehatan perorangan:

mengembangkan program, kurikulum dan silabus pelatihuarn

dan peningkatan kompelensi teknis sumber dava manusia
Didang kesehatan perorangan;

. melaksanakan pembinaan tenaga pelatih;



0. menyusun  kebutuban szrana penunjang penelitian dan
pengembangan sumber dayva manusia bidane keschatan
PEIOCar L

p. melaksanakan menitoring dan evaluast proses pembelajaran
pasca pelatihan serla peningkatan kompetensi rekenis sumber
dava manusia ndang kesehatan perorangan;

g melakukan evaluasi dan  kajian menyelurub terhadap
penvelenggaraan pelathan dan peningkatan kompetensi teknis
sumber daya manuzsia bidang keschatan perorangan; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan  pelaksansaan
fugas Saluan Pelaksana Pelulihan Kesehatan Perorangan,

Bagian Keenam
Subkelompok Jabatan Funpsional
Pasal 10
(1) Puslarkesds dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

{2) Pejabal Fungsional scbagaimana dimaksud  pada avac (1)
melaksanakan tugas dalam  susunan organisasi  strukiural
Puslatkesda,

Pasal 11

(1) Dalam rangksa mengembangkan profesi/keahlan/mun dan/
atau kompetensi Pejubat Fungsional, dibentuk Subkelompok
Jabaran Fungsional Puslalkesda sebagai bagian dari Kelom pok
Jabatan Mungsional Dinas.

(2) Subkelompak Jabzstan Fungsional sehagaimana dimaksud pada
ayat (1}, dipimpin oleh scorang Ketua Subkelompok Jabaian
Fungsional yvang berkedudukan di bawsh dan bertanpggung
jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Kemua SBubkelompok  Jabatan  Fungsional schagatmans
dimaksud pada ayar (2), digngkat dan  diberhentikan olch
Kepala Dinds atas usul Kepala Pusat dari pejabal fungsional
vang herlkompeten dan berintegritas,

(4) ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Jabatan Mitgsional
Puslatkesde diatur dengan Peraturan Gubermar scbagai bagian
dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangsn.

BAR 'V
TATA KERJA

a=sal 12

(1] Dalam  melaksanakan  tugas  dan lungsinva Puslatkesda
berpedoman pada ketenluan peraluran perundang-undangan.
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(2} kepala Pusat mengembangkan koerdinasi dan kerja sama
dengan PD/UKPD, Instunsi Pemerintah/ swasta dan masyarakat
dalam  rangka meningkatkan  kinerga  dan memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi Puslatkesda.

Pasal 13

Kepala Pusal, EKepala Sublagian, para Kepala Saman Pelaksana
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan  ketenluan peraturan porundang-
undangan.

Paszl 14

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbaginn, para Kepals Satuan Pelaksana
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsinnal pada Puslatkesda
wajih memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan,
membertiean petunjuk pelaksanaan  \ugas, membina  dan
menilai kinerja bawahan masing-masing.

[2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepals Satuan Pelaksana,
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada
Puslatkesda mengikuli dan mematuhi perintah  kedinasan
dfasan masing-masing scsual denpan ketentuun Peraturan
perundang-undangan,

Pagal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Puslatkesda
mengawast  dan  mengendalikan  pelaksansan  nipas  bawahan
masing-masing serta mengambil langkah-langkah varg diperhikan
apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau  indilasi
penvimpangan,

Pagal 16

(1] Kepala Pusat, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan
Pegawni pada Puslaikesda, menyampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan  tugas lkepada atasan masing-masing  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan.

(2] Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), menindaklanjuti dan menjadikan  laporan  yang
diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesual dengarn
kewenangan masing-masing.

Pasal 17

[1) Sekretariat Daerah melalui Biro Drgamsasi dan Relormasi
Birokrasi melaksanakan pembinaan kelembagsan, ketatalaksanaan,
pelaporan dan reformasi hirokrasi terhadap Puslatkesda sebapai
bagian  dari  pembinasn  kelem bagaan, keratalaksanaan,
pelapuran dan reformasi birokrasi Dinas.
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(2} Ketentuan lebih lanjul mengenai pembinaan scbagaimana
dimaksud pada ayar (1), diatur dengan Peraturan Gubernur,

BAB V]
EETENTUAN LAIN-LAIN
Pasgal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, asel, pelaporan dan
akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2019,
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan

Peraturan CGubernur ini dengan penempatannva dalam Berita
Daerah Provins:t Dacrah Khusus [bukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
pada fanggal 24 Oktober 2018

GUBERNUR FROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BASWEDAN

Dhundangkan di Jakarta
pads tanggal 29 Oktober 2018

SERRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttcl
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62045

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
FROVINS] DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA,

- YAYAN YUHANAH
NIP 19630824 1994032003



Lampiran

¢ Papzturan Gubernur Provinst Daerah Khusus

lbuxata Jalaris

Mermar 113 TAHUN 2018
Tanggal 242 Oktober 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH

KEPALA PUSAT

SUBBACLAN
TATA UEAHA

FELATIHAN KESEHATAN

i
E SATUAN PELAKSANA
| MASYARAKAT

|

! SATUAN PELAKSANA

| PELATIHAN KESEHATAN
; PERCRANGAN

|
k

EUB KELOMPOK JABATAN

FUNGEIOMAL

QUBEKMLIR PROVINGI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

fed

ANIES BARWEDAN



